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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka memberikan perlakuan yang sama antara Hakim pada Pengadilan 
Pajak dengan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu diupayakan penyesuaian 
tunjangan dan ketentuan lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak, dan ketentuan Pasal 5 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pembinaan organisasi, 
administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan dan 
Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No.14 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 27, TLN No. 4189); UU No. 17 Tahun 2003 (LN 
Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 
4355); UU No. 48 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Kepada Hakim diberikan tunjangan yang meliputi Tunjangan Hakim, Tunjangan transportasi, 
dan Tunjangan tambahan penanganan kasus. 

Pajak penghasilan atas tunjangan yang diberikan kepada Hakim ditanggung oleh 
Pemerintah. 

Kepada Hakim diberikan uang makan dengan besaran sesuai ketentuan pemberian uang 
makan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang disetarakan dengan golongan IV. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577 /KMK.01/2003 tentang Besarnya Tunjangan dan 

Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Pengadilan Pajak;  
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.01/2007 tentang Pemberian Tunjangan 

Pokok Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Ketua, Wakil Ketua 
dan Hakim Pada Pengadilan Pajak; dan  

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.01/2008 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577 /KMK.01/2003 tentang Besarnya Tunjangan 
dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Pengadilan Pajak,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2015 dan diundangkan pada 
tanggal 26 Oktober 2015. 

 


